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ogn gt Telp. (021) 875 6565 Fax. (021) 8756565
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KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN BOGOR
NOMOR : 000.5.6.2/KPTS.INSPT/2026

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOGOR NOMOR
700.1/465/Kpts/PerUU /2025 TENTANG PROGRAM KERJA PENGAWASAN
TAHUNAN BERBASIS RISIKO PADA INSPEKTORAT TAHUN 2026

INSPEKTUR KABUPATEN BOGOR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Bogor Nomor
700.1/465/Kpts/PerUU /2025, tanggal 19 Desember
2025, tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan
Berbasis Risiko pada Inspektorat Kabupaten Bogor Tahun
2026, Bupati Bogor telah menetapkan jadwal pelaksanaan
pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan oleh
Inspektorat Kabupaten Bogor;

b. bahwa berdasarkan Diktum Keempat Keputusan Bupati
Bogor Nomor 700.1/465/Kpts/PerUU/2025, tanggal 19
Desember 2025 tentang Program Kerja Pengawasan
Tahunan Berbasis Risiko pada Inspektorat Kabupaten
Bogor Tahun 2026, apabila dalam pelaksanaan terdapat
perubahan kebijakan dan/atau mandatori khusus dari
kementerian maupun dari instansi teknis terkait, maka
jadwal pelaksanaan pembinaan dan pengawasan dapat
diubah tanpa harus mengubah Keputusan Bupati
dimaksud;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Inspektur tentang Perubahan Jadwal Pelaksanaan
Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Berbasis
Risiko pada Inspektorat Kabupaten Bogor Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968
tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan
Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa
Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968
Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-undang...




. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4250);

. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6757);

. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun
2019;

10. Peraturan...



-

Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun
2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016
Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;

12. Peraturan Bupati Bogor Nomor 49 Tahun 2011 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kabupaten Bogor
(Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 396);

13. Peraturan Bupati Bogor Nomor 6 Tahun 2024 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun
2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat (ND Kabupaten
Bogor Tahun 2024 Nomor 6).

MEMUTUSKAN:

Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Bogor Nomor
700.1/465/Kpts/PerUU /2025 tentang Program Kerja
Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko pada Inspektorat
Kabupaten Bogor Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Keputusan Inspektur ini.

Ketentuan-ketentuan lain sebagaimana tercantum dalam
Keputusan Bupati Bogor Nomor 700.1/465/Kpts/PerUU /2025
tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko
pada Inspektorat Kabupaten Bogor Tahun 2026, sepanjang tidak
diubah dengan Keputusan ini dinyatakan masih tetap berlaku.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cibinong




PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN BERBASIS RISIKO PADA INSPEKTORAT TAHUN 2026

LAMPIRAN KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN BOGOR
NOMOR  :000.5.6.2/KPTS.INSPT/2026
TANGGAL : 15 April 2026
TENTANG : PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN
BERBASIS RISIKO PADA INSPEKTORAT TAHUN
2026

RUANG LINGKUP

TBAN
PENGAMPU

REVIU REALISASI BANTUAN KEUANGAN
PROVINSI JAWA BARAT

Memperoleh keyakinan terbatas bahwa
penggunaan Dana Bantuan Provinsi telah

sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

DPFMD

L, W

05 Jan - 09 Jan|

REVIU BELANIA YANG MELAMPALNI TAHUN
ANGGARAN BERKENAAN

Memperoleh keyakinan terbatas bahwa sisa
pekerjaan TA 2025 yang dilanjutikan ke TA
2026 telsh memenuhi syarat untuk
dianggarkan kembali dalam TA 2026 sesual
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

RSUD ClAWI

05 Jan - 09 Jan|

SATPOL PP

05 Jan - 09 Jan|

DPUPR

12 Jan - 15 Jan|

Reviu

Reviu Luncuran

Memperaleh keyakinan terbatas bahwa sisa
pekerfaan Tahun Anggaran 2025 yang

| dilanjutican ke Tahun Anggaran 2026 telah
memenuhi syarat untuk dianggarkan kembali
dalam Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan

peraturan per g

DPKPP, BAPPERIDA, RSUD CIBINONG,
SEKRETARIAT DAERAH

05 Jan-09 Jan

REVIU REALISASI BANTUAN KEUANGAN
PROVINSI

Memperoleh keyakinan terbatas bahwa
penggunaan Dana Bantuan Provinsi telah

sesual dengan ketentuan yang berlaku

DINAS KESEHATAN

L,

5lan-9Jan

REVIU BELANJA YANG MELAMPAUI TAHUN

M oleh Keyakinan bahwa Sisa
Pekerjaan TA 2025 yang Dilanjutkan ke TA
2026 telah Memenuhi Syarat untuk
Dianggarkan Kemball dalam TA 2026 Sesual
dengan Ketentuan Peraturan Perundang-

DLH, Dinkes, DPIAP2ZKB, Dinsos, Diskop,
Bappenda, Disnaker

5Jan- 15 Jan

REVIL! REALISASI BANTUAN KEUANGAN
PROVINSI JAWA BARAT

Undangan

Memperoleh keyakinan terbatas bahwa
penggunaan Dana Bantuan Provinsi telah

sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Dinas Pendidikan

SJan-9lan

Reviu

REVIU BELANJA YANG MELAMPALI TAHUN
ANGGARAN BERKENAAN

Memperoleh Keyakinan Terbatas bahwa Sisa
Pekerjaan TA 2025 yang Dilanjutkan ke TA
2026 telah Memenuhi Syarat untuk
Dianggarkan Kemball dalam TA 2026 Sesuai
dengan Ketentuan Peraturan Perundang-

Undangan

Dinas Pendidikan, Dinas Pariwisata dan
Ekanomi Kreatif, Dinas Perikanan dan
Peternakan

5lan -9 Jan

Reviu

REVIU HPS

Memperaleh keyakinan terbatas bahwa nilai
HPS disusun secara wajar, akuntabel, dan
sesual ketentuan. Hal ini dilakukan guna

| mencegah mark-up harga, memastikan

| kesesuaian dengan spesifikasi teknis/KAK,
serta fkan keyaki bahwa
persiapan pengadaan barang/jasa telah

mematuhi peraturan yang berlaku

Dinas Perikanan dan Peternakan
{Pembangunan Pasar Hewan Janggol-
Lanjutan)

5Jan-6Jan

Reviu

REVIU HPS

keyakinan bahwa nilal
HPS disusun secara wajar, akuntabel, dan
sesuai ketentuan, Hal ini dilakukan guna

Dinas Perikanan dan Peternakan

mencegah mark-up harga, T
kesesualan dengan spesifikasi teknis/KAK,
serta memberikan keyakinan terbatas bahwa
persiapan pengadaan barang/jasa telah

mematuhi peraturan yang berlaku

(F 1 1 Pasa Benlh Ikan Ciseeng Tahap
1y




NO JENIS URAIAN TUIUAN RUANG LINGKUP TBAN
PENGAMD IAN FEB MEI JUN
Memberikan keyakinan memadai bahwa SDN Ciampea 02, SDN Cicadas 01, SDN Tugu
10 Audit AUDIT DANA BOSP pengelolaan Dana BOS Pendidikan telah sesuai | Selatan 01, SON Bojong D2, SDN Klapanunggal W Jan
ketentuan yang berlaku 02, SMPHN 2 Gunungputri
ikan pelaksanaan kegl yang
ditetapkan dalam road map dan rencana aksi
berjalan sesual dengan rencana; dan
1 Evaluasi EVALUASIRB [ON GOING TW IV TA 2025) | Memberikan saran dan rekomendasl dalam PD Pengampu RB General dan Tematik I 19 Jan - 23 Jan|
ghadapi kendala yang ghamt
|ak L ref; | birokrasi
__{%/LPD.
12 Evaluasi :‘E:::':J;: RENCANA PENILAIAN Inspektorat & Setda mn 20Jan - 22 Jan
Tkean k kil dal bahwa SDN Banjarwaru, SDN Citapen 01, SDN
13 Audit AUDIT DANA BOSP lolaan Dana BOS fidikan telah sesual | Siliwangi, SMPN 3 Cileungsi, SON Sukahati 01, v 20Jan - 26 Jan
Ikmnmn yang berlaku SON Citeureup 04
ikan keyaki dal bahwa
14 Audit AUDIT BOSP | Dana BOS Pendidixan telah sesual SLTP/SD [} 20Jan- 26 Jan
ketentuan yang berlaku
5 SDN dan 15MP
{SDN Bedahan 01 Cibinong; SDN
Memberikan keyakinan memadai bahwa Bojong Sempu Kecamatan Parung; SON
15 Audit AUDIT DANA BOSP P lolaan Dana BOS Pendidikan telah sesual |  Sasanawiyata 01 Kecamatan Sukaraja; SON - 20 Jan - 28 Jan|
ketentuan yang berlaku, Batulayang Kecamatan Clsarua; SDN Cisarua
01 Kecamatan Cisarua; SMP Negeri 2
Kecamatan Pamijahan)
Memperaleh keyakinan terbatas bahwa syarat
16 Reviu REVIU DAL KELURAHAN (TAHAP Il TA 2025} | salur Dana Alokasi Umum (DAL) Kelurahan BPKAD I 26 Jan - 30 Jan)|
telah sesual dengan ketentuan yang berlaku.
Memproleh keyalk yang dal bahwa
| pelaksanaan s dan funy da Perangkat
17 Audit  [AUDIT PERANGKAT DAERAH | o m:-: rur aq:::n potgi BPED (TEMATIK) I |27san-300an
dengan & Perundang-und
18 Manitoring I‘:::E:To:m ;""M AT z:::;;:::" Dana TindakctactrtHasd Seluruh entitas yang diperiksa v 28 Jan - 30 Jan)|
19 Audit Pemerfisaan dengan Tuluan Terentu pada, | # Desa kecamatan Gunung Putrl {Clkeas Ualk, W Jan-Feh
Peiivakiran S = Magrak, Wanaherang, Gunung Putri)
2 ot AUDIT DESA PUTARAN | Desa dl;n D:-na De‘sa s::::‘:r:nlluk da‘rl 30038 Bojonggede (War N .
Undangan " - Cimai Bajong Baru,
21 Audit 3 Desa Kecamatan Kemang (Kemang, Semplak W Feb
Barat, Jampang)
Mempercleh Keyakinan Terbatas bahwa Sisa
Pekerjaan TA 2025 yang Dilanjutkan ke TA
22 vy REVIU BELANJA YANG MELAMPALH TAHUN | 2026 telah Memenuhi Syarat untuk Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan v Feb
ANGGARAN BERKENAAN Dianggarkan Kembali dalam TA 20256 Sesuai Perkebunan
dengan K P dang
Undangan
4 Desa pada Kec. Dramaga
[Desa Petir; Desa Cikarawang; Desa Dramaga; 02 Feb - 19 Feb
Femeriksaan dengan Tujuan Tertentu pada Desa Purwasari)
23 Audit AUDIT DESA (PUTARAN 1) ::::I::;ma Desa sebag;l beﬂlluk dari # Dexa pada kee, T4 manssr| -
s 7 |Desa Sukaresmi; Desa Sinargalih; Desa 02 Feb - 19 Feb
tertactap perundang: Sukaluyu; Desa Sukajaya)
Undsngan 4 Desa pada Kec. Sukaraja
{Desa Ciiebut Barat; Desa Cibanon; Desa 02 Feb - 19 Feb
MNagrak; Desa Sukatani)
Kec. Caringin {Ds. Cinagara, Ds Ciherang 02Feb-24
24 Audit Pondck, Ds. Muarajaya, Ds. Tangkil, Ds. Pasir [ jl




JADWAL PENUGASAN

NO JENIS URAIAN TUIUAN RUANG LINGKUP TBAN
FEB MAR MEI JUN JuL
PENGAMPU
25 Audit Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu pada | K¢ Cileungsi (Ds. Mekarsari, D"_Cm"]‘_‘- Ds. M 02 Feb - 24 Feb
AUDIT DESA PUTARAN | penyaluran Bantuan Keuangan pada Desa- Dayeuh, Ds. Gandoang, Ds. Cileungsi)
Desa di Kabupaten Bogor
Kec Tajur Halang {Ds. Sukmajaya, Ds,
26 Audit ) dan Kec, Cigombong(Ds. Tugu it 02 Feb - 19 Feb
Jaya, Ds. Pasir Jaya)
6 Desa K Rumpin (Mekarjay
ji | Feb - 27 Feb
27 Audit Permieriksaan dengan Tujuan Tertentu pada Cidokom, Kampung Sawah, Kertajaya, -V 2 Feb - 27 Fel
B ’ L Sukamulya, Mekarsari)
Peny Keuangan
AUCHT DESA PUTARAN | Desa dan Dana Desa sebagai Bentuk dari 6 Desa Kecamatan Clawi (Pandan Sari,
28 Audit Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang- Banjarsari, Banjarwary, Bendungan, Clawi, -V 2Feb - 27 Feb
Undangan Bitungsari}
5Desa Cit L
Audit ik Hy 2Feb - 24Feb
= 5 Pasic Mukti, Puspasari, Citeureup, Sanja)
. Reviu Sisa DAU Bidang Pekerjaan Umum
1 23 Feb - 06 Mar
» Revi | Akhir Tahun 2025 bRy
PROBITY AUDIT Tahap persiapan
a1 Audit  |pembang batan situ nanggerang DPU 23 Feb - 06 Mar
pada DPU TA 2026
Pencegahan korupsi pada pengadaan Barang
- dan Jasa Strategls (kegiatan pengadaan barang
Reviu PROBITY AUDIT DPTR [l 23 Feh - 27 Mar
a2 dan jasa yang merupakan proyek strategis
daerah}.
Memberikan keyakinan terbatas bahwa LKPD
disusun berdasarkan Sistem F ali
v BPKAD [} 23 Feb - 27 Mar
3 o ReviLLEPDy intern (SP1) yang memadal dan disajikan sesuai
dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)
Pencegahan Korupsi Pada Pengadaan Barang
24 Audht PROBITY AUDIT [TAHAP PERSIAPAN) dan Jasa Strategis (Kegiatan Pengadaan Pmng Dinas Pariwisata r:I:n “f.mm !(renlf W Feb - Mar
dan Jasa yang Merupakan Proyek g (P 8" g gi Center)
Daerah
Memastikan road map dan rencana aksi
refarmasi birokrasi K/LPD memiliki kualitas
yang baik dan layak menjadi pedoman dalam
35 Evalussi | EVALUASI RB (EX ANTE TA 2026 palaksanxai; rfonras; birokras) dan PD Pengampu RB General dan Tematk I 02 Mar - 06 Mar
i { J Memastikan road map dan rencana aksi P
reformasi birokrasi K/LPD berisi solusi atau
pemecahan masalah tata kelola yang terkait
dengan isu dan permasalahan K/LPD.
Memperoleh keyakinan terbatas bahwa syarat
. salur Dana Alokasi Umum (DAU) Bidang
36 R VIU DAU BIDANG KESEHATAN DINAS KESEHATAN m 02 Mar - 13 Mar
eviu AE Kesehatan telah sesuai dengan ketentuan yang
berlaku
Memastikan perhitungan sisa dana kapitasi
7 Rewiu REVIU 5154 DANA KAPITASI JKN sesuai dengan sumbernya serta menilai DINAS KESEHATAN ] 02 Mar - 10 Mar
k ian proporsi belanja dana kapitasi JKN
MONITORING TINDAK LANJUT Memastikan seluruh rekomendasi BPKP atas .
38 Manitoril Seluruh Entit d Tksa m 02 Mar - 05 Mar
OAILONING | ¢ K OMENDASI LHE SPIP 2025 evaluasi SPIP tahun 2025 telah ditindaklanjuti ard as yang diper
Memperoleh keyakinan terbatas bahwa syarat
s3lur Dana Alokas! Umum (DAU) Bidang Dinas Pendidikan & Dinas Pemuda dan M3
r-13 Mar
3 Evalusyl REVILI DAL BIDANG PENDIDKAN Pendidikan telah sesual dengan ketentuan Olahraga N
vang herlaki
Memperoleh keyakinan terbatas bahwa
40 Rewiu REVIU LPPD dokumen LPPD telah disusun sesuai ketentuan 1 BUMD/ITBAN 1 10 Mar - 31 Mar
yang berlaku.
41 Reviu REVIU LKIP PEMDA LKIP PEMDA 1 10 Mar - 31 Mar




NO JENIS URALAN TUUAN RUANG LINGKUP TBAN B APR okl o T
PENGAMPU
naiy TETUGLaS UafiWa
: dminis k i fislk, dan
42 Reviu LUNCURAN RETENSI PEMBAYARAN perhitungan pembayaran—termasuk sisa uang Dinas Pendidikan v 01 Apr- 15 Apr
retensi—telah sesuai peraturan perundang-
Evaluasi atas implementasi Akuntabilitas
Kinerja Instans| Pernerintah (AKIP) bertujuan
unitulk 1) A leh infe i genai
mplementasi AKIP; 2) Menilai tingkat
43 Evaluasi | EVALUASI AKIP (April} Implementasi AKIP; 3) Menilai tingkat 7PD dan 10 KECAMATAN " 01 Apr - 22 Apr
v bilitas kinerja, 4} M ikan saran
perbaikan untuk peningkatan AKIP; 5)
Memaonitor tindak lanjut rekomendasi hasil
evaluasi periode sebelumnya.
Pencegahan Korupsi Pada Pengadaan Barang
dan lasa Strategis (Kegiatan Pengadaan Barang 5
44 Audit PROBITY AUDIT dan 1asa yang Merupakan Proyek Strategis Kecamatan Gunung Sindur v 1 Apr - 22 Apr
Daerah)
Pencegahan Korupsi Pada Pengadaan Barang
s dan Jasa Strategis {Kegiatan Pengadaan Barang
45 Audit PROBITY AUDIT dan Jasa yang Merupakan Proyek Strategis Dinas Kesehatan -V 1 Apr- 22 Apr
Daerah}
EVAUAS IS
Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) bertujuan
untuk 1) f i i
mplementasi AKIP; 2) Menilai tingkat
46 Evaluasi EVALUASI SAKIP / LAKIP Implementasi AKIP; 3} Menilal tingkat 19 Perangkat Daerah -V 1 Apr-22 Apr
kuntabllitas kinerja; 4) Memberikan saran
perbaikan untuk peningkatan AKIP; 5)
Memenitor tindak lanjut rekomendasi hasil
| TRETE
Implementasi AKIP; Menilal tingkat
implementasi AKIP; Menilal tingkat
a7 Evaluasi | EVALUASI SAKIP PERANGKAT DAERAH k kinerja; b flkan saran SKPD & KECAMATAN PADA ITBAN - 01 Apr - 24 Apr
perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan
Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil
koo chiat: acbisal
P yang
ditetapkan dalam road map dan rencana aksi
berjalan sesuai dengan rencana; dan
48 Evaluasi EVALUASI RB {ON GOING TW | TA 2026} ikan saran dan re dasl dalam PD Pengampu RB General dan Tematik - 27 Apr - 30 Apr
ghadapi kendala yang ighamt
pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi
ARJLPD.
49 Reviu REVIU LUNCURAN PEKERIAAN FISIK DPU [ 27 Apr - 30 Apr
50 Audit Tujuan | FENCANTUMAN SANKSI DAFTAR HITAM DFU | 27 Apr - 30 Apr
51 Audit Kec. lasinga [Ds. Jasinga, Ds. Curug, Ds. W 27 Apr - 13 Mei
Koleang, Ds. Setu)
| Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu pada
52 Audit | AUDIT DESA PUTARAN II penyaluran B B (D*s:";j"“‘"" ?:::1"""“" ke " 27 Apr - 13 Mel
Desa-di Kabuinen Bagor Kec. Megamendung (Ds.Cipayung, Ds.
53 Audit Sukamanah Ds.Sukaresmi, Ds.Pasir Angin, Ds. i 27 Apr - 13 Mei
Sukagalih}
M bahwa peng dan
54 Monitoring | MONITORING PM SPIP - TERINTEGRASI | " Pemerintah dilakukan dengan baik, 12 Perangkat Daerah i 27 Apr- 22 Mei
transparan, akuntabel, dan sesuai dengan
eraturan yang berlaku
- Al Pemeriksaan deﬂsinu'l’u]uan Ter‘tfntu pada 4 Desa Kecamatan .pi,-une Panjang [Jagabaya, il 27 A= 13 Mel
L . gan inir Gorowong, Pingku, Gintungcllejet)
ALUDIT DESA PUTARAN Il Desa dan Dana Desa sebagai Bentuk dari
n i i o
% —_— Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang 4 Desa k g Sindur (Pad ; i e A5

Undangan

B " & Cibadung)




JADWAL PENUGASAN

NO IENIS URALAN TUIUAN RUANG LINGKUP TBAN
APR ME| JuNn UL SEP
PENGAMPU
4 Desa Kecamatan Cariu (Desa Karyamekar,
57 Audit Desa Mekarwangi, Desa Sukajadi, Desa w 27 Apr - 13 Mei
Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu pada Babakan Raden)
Penyal Ki Infrastruktur pyrees T Saaar Do
: 53 Kecamatan Sukamakmur
AUDIT DESA PUTARAN Il Desa dan Dana Desa sebagai Bentuk dari
58 Audit oy i ) Sukamulya, Desa Sukaharja, Desa Pabuaran, ™ April - Mei
T 1] Perundang-
trdaigan ! Desa Sukadamai)
4 Desa Tanjungsari [Desa i
59 Audit Desa Sirnarasa, Desa Cibadal, Desa v April - Mei
Tanjungsari)
5 Desa pada Kec. Cibungbulang
(Desa Ciaruteun llir; Desa Leuwih Kolot ; Desa 4 Mel - 29 Mei
Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu pada Situ Jlir ; Desa Cimanggu |; Desa Galuga )
P I Ki Infrastruktur -
Audit Desa rl‘.ia Dana De: seba-h tuk darl 4Dk pade Kec, Oraria 1-v
B At ftoess savanll L’“‘ o ":“ ‘: gai ben o {Desa Joglogkan; Desa Cibeureum; Desa z 4 Mei - 29 Me
,-;?u nte p peraturan perundang- Chaiinbear: Db
e 4 Desa pada Kec. Parung
(Desa P: Sari; Desa Jab kar; Desa 4 Mel - 29 Me]
Bojongsempu; Desa Cagrek)
. 1 Memantau Program Strategis Nasional Terkait
{ il 1] Ti i
61 Manev Monitoring dan Evaluasi Terhadap Program Pengentasan Kemiskinan Ekstrem dan Proyek Bapperida dan DPKP i 18 Mei - 03 Jun
Strategis Nasional
Pembangunan 3 Juta Rumah
62 Reviu REVIU RA RKPD 2027 Kesesualan RPKD dengan RPJIMD Bapperida n 18 Mei - 03 Jun
63 Audit Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu pada 3 Desa Kecamatan Babakan Madang [Karang Y 20 Mei - 04 lun
Peny Infrastruktur Tengah, Kadumanggu, Babakan Madang)
AUDIT DESA PUTARAN Il Desa dan Dana Desa sebagal Bentuk dar]
54 Audit ¥epatuhan Terhadap Peraturan Perundang- 3Desa “_“'“m" Tenjo {Singabraja, 1V 20 Mei - 04 Jun
Undangan
5 Audit 3 Dnn:eumatan Cijeruk [Cigicung, v 20 Mei - 04 Jun
. 5 ia}
FETTETTRE IS OB TOjuarT 167 [Eni paad
Penyaluran Bantuan Keuangan Infrastruktur 5 Desa Kecamatan Leuwlliang (Desa
66 Audit AUDIT DESA PUTARAN HlI Desa dan Dana Desa sebagal Bentuk dari Barengkok, Desa Karehkel, Desa Cibeber |1, w Mei - Jun
Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang- Desa Pabangbon)
fimad
4 Desa Leuwisadeng (Desa Sibanteng, Desa
67 Audit Leuwisadeng, Desa Sadeng Kolot, Desa Kalang w Mei - Jun
)
TRAT 37 TeTOatas mengerar
akurasi, keandalan, dan keabsahan
data/informasi Standar Harga Satuan (SHS)
Pemerintah Kabupaten Bogor Tahun Anggaran . s :
REVIU SHS TAHUN 2027 (S5H BARIAS DAN ministras ba da
68 Reviu E { 2026 telah disusun dalam batas kewajaran st i Pembangunan pa w Mel - Jun
SBUJ = Sekretariat Daerah
sesuai dengan tahapan dan tata cara
) yang dilengkapi dengan dok
duk SHS serta ikan saran
Membekali risk owner dan fasilitator dengan
s FASILITAS! PENYUSUNAN RISK REGISTER kemampuan mengidentifikasi, menilai, dan
[ Fasil W Jun
? esiitas TAHUN 2027 menyusun dokumen risiko sesual pedaman 76 Pamigkat Dural
yang berlaku
5 Desa pada Kec. Nanggung
{Desa Kalongliut; Desa Pangkaljaya; Desa 2 Jun - 30 Jun
Batutulis; Desa Nanggung; Desa Sukaluyu)
Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu pada 5 pada Kec, Pamijahan
Penyaluran Bantuan Keuangan Infrastruktur AV _
" . 4 (Desa Ii; Desa Cimayang: Desa
70 Audit Audit Desa Putaran Il Desa dan Dana Desa sebagal bentuk darj 5 - Desa Cib sculoin: Dasa I-1v 2 Jun - 30 Jun
kepatuhan terhadap peraturan perundang- Gunungsari)
undangan - OununE
S Desa pada Kec. Sukajaya
(Desa Urug; Desa Jayaraharja; Desa Cisarua; 2Jun - 30 Jun
Desa Klarapanda; Desa Pasirmadang)




NO JENIS URAIAN TuluaN RUANG LINGKUP TBAN N L DES
PENGAMPU
i i jut Hasil
g5 | g | enterion T G papekioray | |TUmumskiviar Deta TindaleLanjutkia] Seluruh entitas yang diperiksa v 2Jun -4 Jun
M ikan bahwa ol dan
aset pemerintah dilakukan dengan baik,
7 Evaluasi PE SPIP-TERINTEGRASI 12 P Daerah ] 02 Jun - 30 Jun
2 transparan, akuntabel, dan sesual dengan wrangiat *
peraturan yang berlaku
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu pada , L
73 Audit | AUDIT DESA PUTARAN Il luran B padaDesa- | \°© ;"uk'“‘"_{ml')ss';"m "ID’D‘:;:';';"?' s l 08Jun- 29 Jun
Desa di Kabup - amaju, Ds. Singasari, Ds. 3
Memproleh keyakinan yang memadai bahwa
74 Audit | AUDIT PERANGKAT DAERAH Il peakEarigui tuges din fungal gada Peringlat Damkarmat 1 08Jun - 29 Jun
Daerah di Kabupaten Bogor telah sesuai
4 \ Per o UndAng
Pemeriksaan bertufuan untuk memperoleh
keyakinan yang memadai bahwa pengelolaan
dan pertanggungjawaban keuangan usaha unit
75 Audit AUDIT BUMD bisnis dan kinerja pada BUMD telah BPRS Parung Panjang " 08 Jun - 29 Jun
dilaksanakan secara efisien, efektif dan
ekonomis dan telah sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku
Memperoleh keyakinan terbatas bahwa tata
76 Reviu REVIU TATA KELOLA PERIZINAN kelola perizinan telah dilaksanakan sesual DPFMPTSP [} 15 Jun - 24 Jun
ke
£ Desa Kecamatan Clampea (Desa Tegalwaru,
77 Audit Desa Cihideunghliir, Desa Cibanteng, Desa v 15 Jun - 01 Jul
Ciampea)
Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu pada
Penyaluran Bantuan Keuangan Infrastruktur
" - AUDIT DESA PUTARAN 1V Desa dan Dana Desa sebagai Bentuk dari 3 Desa Kecamatan Clampea { Desa Cibadak, W o35k
Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang- Desa Banteng, Desa Cinangka)
Undangan
4 Desa Klapanunggal (Desa Bojong, Desa
79 Audit Kembang Kuning, Desa Lulut, Desa v 15 Jun - 01 Jul
Klapanunggal)
Penilaian terhadap aspek keuangan dan aspek
AUDIT KETAATAN PERANGKAT DAERAH nan keuangan yang meliputi aspek tugas
80 Audit i 25 Jun - 10 Jui
PUTARAN | pokok dan fungsi, aspek metode kerja dan BRMPIER
aspek sumber daya manusia
MONITORING DAN EVALUASI TERHADAP | M iian progres progr B
B1 Monitoring | PROGRAM STRATEGIS NASIONAL nasional sesuai dengan ketentuan yang JEN & Sekolah Rakyat -y 25 Jun - 1 Jul
SEMESTER | berlaku
82 Reviu REVIU RA PERUBAHAN REPD 2025 Kesesuaian RPKD dengan RPIMD Bappelitbangda L] 01 Jul - 14 Jul
Memberikan keyakinan terbatas bahwa Harga
Perkiraan Sendiri (HPS) telah ditetapkan
A dengan harga yang wajar dan dapat
83 Reviu REVIU HPS 1 PROYEK STRATEGIS ] 01 Jul - 14 Jul
dipertanggungjawabkan sesual dengan
ketentuan peraturan perundang undangan
mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.
Pencegahan korupsi pada pengadaan Barang
84 Audit  |PROBITY AUDIT dn fasa Strategis (kepiatan pengacuan barang 1 PROYEK STRATEGIS It 01 Jul - 14 Jul
dan jasa yang merupakan proyek strategis
daerah).
85 Wsne Mua?\lmring dan Evabua_sl_Frngram Strategis MAKAN BERGIZI GRATIS -V 13ul- 15 Jul
Nasional - Makan Bergizi Gratis KOPERASI DESA MERAH PUTIH
Monitoring dan Evaluasi Program Strategis
86 M I 1 Jul - 15 Jul
oney asional - KDKME KDKMP [Desa dan Kelurahan)
a7 Fivid ;\:: DAL Pendanaan Kelurahan Tahap | Tahap | 2026 \ 1ut-7 3l
B8 Evaluasi | Evaluasi RB TW Il Tahap il | 1)l -7 4ul




TUUAN

RUANG LINGKUP

JADWAL PENUGASAN

89

Rewviu

REVIU DAU BIDANG KESEHATAN

Memperaleh keyakinan terbatas bahwa syarat
salur Dana Alokasi Umum (DAU) Bidang
Kesehatan telah sesuai dengan ketentuan yang
berlaku

Dinas Kesehatan

02 Jul - 10 Jul

Audit

AUDIT KINERIA

Menilai Keberhasilan Sasaran RPIMD
“Meningkatnya Akses Layanan Pendidikan”
telah dilaksanakan secara Efisien, Efektif dan
Ekonomis, dan sesual dengan Kepatuhan
terhadap Perundang-Undangan yang Beriaku

Dinas Pendidikan & Dinas Arsip Perpustakaan

6 Jul-31Jul

91

Audit

ALIDIT KETAATAN PERANGKAT DAERAH

Penilalan terhadap aspek keuangan dan aspek
non keuangan yang meliputi aspek tugas
pokok dan fungsl, aspek metode kerja dan
aspek sumber daya manusia

Dinas Ketahanan Pangan

6 Jul - 24 Jul

a2

Reviu

REVIU DAL BIDANG PENDIDIKAN

oleh key bahwa syarat
salur Dana Alokasi Umum (DAU) Bidang
Pendidikan telah sesuai dengan ketentuan

yang berlaku

Dinas Pendidikan & Dinas Pemuda dan
Olahraga

6 dul - 10 Jul

93

Rewiu

REVIU RENJA 2027

Memberikan keyakinan terbatas mengenal
akurasi, b dan keabsahan inf |
dalam dokumen rancangan akhir Rencana
Kerja Perangkat Daerah Tahun 2027 telah
sesual dengan kaidah-kaidah perencanaan

h dapat i) dok Renja

Bappelitbangda

07 Jul - 20 Jul

REVIU RENJA 2027

Lkl
akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi
dalam dok T 1gan akhir R
Kerja Perangkat Daerah Tahun 2027 telah
sesuai dengan kaidah-kaidah perencanaan

gga dapat menghasiikan dok Renja

20 Perangkat Daerah

IV

13 Jul- 24 Jul

95

REVIL RENJA 2027

WS EH AN R e EaTaT TETgenaT
; AP P

dalam dok r akhir R
Kerja Perangkat Daerah Tahun 2027 telah
sesual dengan kaldah-kaidah perencanaan

igga dapat menghasilkan do Renja

18 Perangkat Daerah

13 Jul- 24 Jul

Reviu

REVIU KUPA-PPAS PERUBAHAN 2026

.
Reviu terhadap penyusunan dokumen rencana
L {tahunan) berdasarkan pagu
anggaran, renja, standar biaya serta memenuhi
kaidah perencanaan penganggaran

BPKAD

14 Jul - 20 Jul

a7

Reviu

REVIU RENJA PERUIBAHAN 2026

Reviu

SKPD & KECAMATAN PADA ITBAN |

16 Jul - 31 Jul

REVIU KUA-PPAS 2027

Memberikan keyakinan terbatas mengenal
akurasi, keandalan dan keabsahan bahwa
rancangan KUA dan PPAS Kabupaten Bogor
Tahun Anggaran 2027 telah disusun
berdasarkan RKPD Tahun Anggaran 2027 dan
didukung dengan Dokumen yang memadai
serta penyusunannya telah sesual dengan
tatacara dan kaidah-kaidah perencanaan dan

BPKAD

21 Jul - 27 Jul

Reviu

REVIU RA PERUBAHAN RENJA 2026

¥ terbatas genal

akurasi, k , dan
dalam dokumen rancangan akhir Rencana
Kerja Perubahan Perangkat Daerah Tahun
2026 telah sesuai dengan kaidah-kaidah
perencanaan sehingga dapat menghasilkan

| dokumen Renja Perubahan yang berkualitas

Bappelitbangda

21 Jul -3 Agu




TUIUAN

JADWAL PE

Jun

100

Reviu

REVIU RENJA PERUBAHAN 2026

Memt keyakinan terbatas B
akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi
dalam dak 1gan akhir

Kerja Perubahan Perangkat Daerah Tahun
2026 telzh sesual dengan kaidah-kaidah
perencanaan sehingga dapat menghasilkan

ik Renja yang berkuali

20 Perangkat Daerah

-V

27 Jul -7 Ags

101

Reviu

REVIL RENJA PERUBAHAN 2026

keyakinan terbatas I
akuras, keandalan, dan inf
dalam dokumen rancangan akhir Rencana
Kerja Perubahan Perangkat Daerah Tahun
2026 teiah sesuai dengan kaidah-kaidah
per hi dapat il

1B Perangkat Daerah

27 Jul - 7 Agu

102

KONTRUKSI DALAM PENGERIAAN (KDP}

dokumen Renja yang berkualitas

Memberikan keyakinan terbatas bahwa nilai
KDF yang disajikan dalam laporan keuangan
akurat, sah, sesuai standar akuntansi (SAP),
serta memastikan fisik pekerjaan benar-benar
ada dan progresnya sesual kontrak.

Dinas Pendidikan

27 Jul - 31 ul

Monev

T TR DR EVALTAST TERFRDIRF

PROGRAM STRATEGIS NASIONAL

PTORTES PTOg:an su JIEgs
nasional sesual dengan ketentuan yang

Ketahanan Pangan dan Pengendalian Inflasi

3 Agu -7 Agu

104

Evaluas|

EVALUASI KEANDALAN RISK REGISTER
TAHUN 2027

Fengujian kecukupan dan kewajaran
infrastruktur penerapan manajemen risiko
yang dibuat Perangkat Daerah berupa
pernyataan risiko, penilaian risiko, rencana

18 Perangkat Daerah

3 Agu -7 Agu

tindak ndalian.

106

Evaluasi

REVIU RENJA 2027

SKPD & KECAMATAN PADA ITBAN |

3 Ags- 14 Ags

PENILAIAN MANDIRI K-APIP

PM Kapabilitas APIP dilakukan dengan tujuan

kan tingkat kapabilitas APIP pada
Pemerintah Kabupaten Bogor, dan

ikan saran peningh K
APIF pada Pemerintah Kabupaten Bogor

INSPEKTORAT

3 Agu-30Sep

107

Reviu

REVIU RKA PERUBAHAN 2026

Reviu terhad: dok rencana

{ ) kan pagu
anggaran, renja, standar biaya serta memenuhl
kaidah perencanaan penganggaran

S Agu - 19 Agu

108

Reviu

REVIU RKA PERUBAHAN 2026

Reviu D peny rencana

[ ) kan pagu

anggaran, renja, standar biaya serta memenuhi|

kaidah perencanaan penganggaran

20 Perangkat Daerah

-V

10 Ags - 24 Ags

Reviu

REVIU REA PERUBAHAN 2026

| keuangan (tahunan) berdasarkan pagu

Reviu terhadap penyusunan dokumen rencana.

anggaran, renja, standar biaya serta memenuhi
kaidah perencanaan penganggaran

18 Perangkat Daerah

10 Agu - 25 Agu

110

111

Rewviu

REVIU RKA PERUBAHAN 2026

SKPD & KECAMATAN PADA ITBAN |

-V

18 Ags - 31 Ags|

REVIU RKA 2027

Reviu terhadap penyusunan dokumen rencana
h (tahunan) berd pagu
anggaran, renja, standar biaya serta memenuhil

kaidah perencanaan penganggaran

20 Agu - 3 Sep

112

Reviu

REVIU RKA 2027

Reviu terhadap penyusunan dokumen rencana
L {tak } iasarkan pagu
anggaran, renja, standar blaya serta memenuhi|
kaidah perencanaan penganggaran

20 Perangkat Daerah

26 Ags-85ep

113

REVIU RKA 2027

Reviu terhadap penyusunan dokumen rencana
keuangan (tahunan) berdasarkan pagu
anggaran, renja, standar biaya serta memenuhi
kaidah perencanaan penganggaran

18 Perangkat Daerah

26 Agu - B Sep

114

Reviu

REVIU RKA 2027

SEPD & KECAMATAN PADA ITBAN |

[15ep- 14 Sep]




NO JENIS URALIAN UAN
b G JIRAN JUN o sep oKT
PENGAMPU
195 At Kec. Ciseeng (Ds. Ciseeng, Ds. Putat Nutug, Ds. 0" 7 Sep - 17 Sep
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu pada Babakan)
116 AUDIT DESA PUTARAN IV penyaluran Bantuan Keuangan pada Desa- Kec. Ciomas (Ds. Clapus, Ds. Clomas, Ds. M 75ep-17 Sep
Desa di Kabupaten Bogor Sukamakmur]
17 Audit Kec. Cigudeg (Ds. Sukamaju, Ds. Wargajaya, I 75ep-17 Sep
Ds. Sukaraksa)
MONITORING TINDAK LANIUT Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil
i " 9 Sep - 11 Se|
118 Maonitoring INSPEKTORAT Ilf Al Seluruh entitas yang diperiksa -V P P
. MONITORING TINDAK LANJUT Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil . -
119 Monitori 5 Sep - 11 5e
e INSPEKTORAT SEMESTER | TAHUN 2026 Pemeriksaan SeFh ERvites ying digeriia v ? L
| Menilai kecukupan rancangan dan efektivitas
p B j risiko, T
mitigasi berjalan, serta memberikan
120 Evaluasi  (EVALUASI PENGELOLAAN RISIKO TAHUN 20| rekomendasi perbalkan. Inl bertujuan 76 Perangkat Daerah w 95ep - 295ep
meningkatkan pencapaian tujuan organisasi,
berikan keyakinan pada stakeholder, dan
dampak risiko.
121 Fasilitasi | TELAM SEJAWAT [ 14 Sep - 25 Sep
Pengujian kecukupan dan kewajaran
inf ktur p P i risiko
122 Evaluasi  |EVALUASI RR 2027 yang dibuat Perangkat Daerah berupa 20 Perangkat Daerah v 14 Sep - 25 Sep
pernyataan risiko, penilaian risiko, rencana
ol
123 Fasilitasi TELAAH SEJAWAT -V 14 Sep - 25 Sep
124 Evaluasi EVALUASI RR SKPD & KECAMATAN PADA ITBAN | 1-iv 15 Sep - 28 Sep
berikan Key Terbatas F !
125 Reviu REVIU TATA KELOLA BMD Barang Milik Daerah/Pencegahan telah sesual BPKAD ] 21 5ep- 16 Dkt
dengan Ketentuan yang berlaku
126 Reviu  |REVIU MANAJEMEN ASH Reviu Pelaksanaan Rekrutmen, Promos), dan BKPSDM i 21 Sep - 25 Sep
Memberikan keyakinan terbatas bahwa Harga
Perkiraan Sendirl (HPS) telah ditetapkan
127 Reviu  |REVIU HPS dengan harga yang wajar dan dapat 1 PROYEK STRATEGIS i 28 Sep- 16 Ok
dipertanggungjawabkan sesuai dengal
L peraturan . d:
EENAi P barang/jasa pemerintah,
Pencegahan korupsi pada pengadaan Barang
128 Audit PROBITY AUDIT dan .jasa Strategis (kegiatan pengadaan b_arsng RO AT " 28 Sep- 16 Okt
dan jasa yang merupakan proyek strategis
daerah),
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu pada -
129 Audit | AUDIT DESA PUTARAN IV penyaluran Bantuan Keuangan pada Desa- K. 1""'"":"7_ {Ds: Sukmajaya, Ds: 1 28 Sep- 16 Okt
Desa di Kabupaten Bogor afsuren)
130 Audit Bappenda (Audit Optimalisasi Pajak) 1 28 Sep-16 Okt
Penilaian terhadap aspek keuangan dan aspek
N AUDIT KETAATAN PERANGKAT DAERAH non keuangan yang meliputi aspek tugas
131 Audit i -1 28 Sep-13 Okt
PUTARAN Il pokok dan fungsi, aspek metode kerja dan Piptx Lingigii Hikip e
aspek sumber daya manusia
132 Audit Dinas Sosial -V 28 Sep-13 Okt
134 Audis | AUDIT KETAATAN PERANGKAT DAERAH e BisHB i 29 Sep- 19 Okt

PUTARAN |




NO JENIS URAIAN TUWUAN RUANG LINGKUP TBAN MEI JUN JuL SEP oKT NOV
PENGAMPU |
134 Audit Dinas Pemuda dan Olah w 010kt - 21 Okt
Penilaian terhadap aspek keuangan dan aspek s
AUDIT KETAATAN PERANGKAT DAERAH non keuangan yang meliputi aspek tugas
PUTARAN II pokok dan fungsi, aspek metode kerja dan
135 Audit aspek sumber daya manusia Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan N 1 Okt - 21 Okt
Perkebunan
136 Evaluasi | Evaluasi RB TW I Tahap il I S Okt -9 0kt
{[1] Y,
137 Reviu REVIU PELAYANAN PUBLIK (LAYANAN Memperoleh keyakinan terbatas bahwa RSUD i " 19 Okt - 30 Okt
RSUD) layanan RSUD telzh dilsksanakan sesual
Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu pada
138 Audit Penyaluran Bantuan Keuangan Infrastruktur | 3 Desa Kecamatan Tenjolaya (Gunung Mulya, v 19 Okt - 20 Okt
AUDIT DESA PUTARAN IV Desa dan Dana Desa sebagal Bentuk dari Tapos 1, Tapos )
Kepatuhan Terhadap Peraturan F dang .
139 Audit Undangan 3 Desa Kecamatan Rxn::i B::l;r [Pasirgack, v 19 Okt - 29 Okt
Candali, Cimulan,
AUDIT KETAATAN PERANGKAT DAERAH =
140 Audit DISKOMINFO, SATPOL PP, DISDUKCAPIL 1 20 Okt -9 Nov
PUTARAN I
Pencegahan terjadinya penggunaan anggaran
141 Audit AUDIT HONOR TERTINGGI DAN PERIADIN | honorarium dan perjalanan dinas yang filtif " 21 Okt - 10 Nav
TERTINGGI dan/ atau berpotensi terjadinya kerugian
' negara,
P terjadinya pengg BE; "
142 Audit | AUDIT HONORARIUM TERTINGGI hanorarium yang flktif dan/atau berpotensi Dinas Yande '“P:::z:“r:"‘k“““"' Hao W 22 Okt - 04 Nov
terjadinya kerugian keuangan negara
Pencegahan terjadinya penggunaan anggaran
22 Okt - D4 Nov
143 Audit  |AUDIT PERIALANAN DINAS TERTINGGI | Perilanan dinas yang fiktif dan/atau Dinas Pendidikan w
berpotensi terjadinya kerugian B
negara Dinas Permuda dan Clahraga W 12 Okt - D4 Nov
184 Reviu  [REVIU DAU BIDANG KESEHATAN 3 Dand Atckas/ timum (DAL Bicing Dinas Kesehatan i 02 Nov - 06 Nav
Kesehatan telah sesuai dengan ketentuan yang
Maala
145 Evaluasi | TELAAH INTERNAL v 02 Nov - 06 Nov
nan keuangan yang meliputi aspek tugas 02 Nov - 17 Nov
146 Audit ALDIT BUMD PD. Pasar Tohaga T oV
pokok dan fungsi, aspek metade kerja dan
i Eaargan
N AUDIT KETAATAN PERANGKAT DAERAH non keuangan yang meliputl aspek tugas . -13 Nov
147 Audit Dines Kesehalan v 02 Nov-13
PUTARAN Il pokak dan fungsi, aspek metode kerja dan
e maks o
Memperoleh keyakinan terbatas bahwa syarat
148 Reviu REVIU DAU BIDANG PENDIDIKAN saiur_mnl Alokasi Umum (DAU) Bidang Dinas Pendidikan dan Dinas Pemuda dan W 9 Nov - 13 Nov
Pendidikan telah sesuai dengan ketentuan Olahraga
yang berlaku
149 Evaluasi | TELAAH INTERNAL v 9 Nov - 13 Nov
PETTVETTRE a1y DT TUJaaTT UTIGR TTETTET OTen
keyaki yang dai bahwa
dan pertanggungiawaban keuangan usaha unit
150 Audit AUDIT BUMD bisnis dan kinerja pada BUMD telah Perumda Air Minum Tirta Kahirupan W 9 Nov - 27 Nov
dilaksanakan secara efisien, efektif dan
ekonomis dan telah sesuai dengan peraturan
i i hasluic
Penilaian terhadap aspek keuangan dan aspek
" AUDIT KETAATAN PERANGKAT DAERAH nan keuangan yang meliput! aspek tugas < :
151 Audit Perika Pe v 9 Nov - 27 Nov
PUTARAN il pokok dan fungsi, aspek metods kerja dan Ditias Pecfianat dan Pereeisalah
aspek sumber daya manusia
: AUDIT PERJALANAN DINAS ANGGARAN
152 Aud I 10 Nov - 23 Nov
i TERTINGGI SETWAN
153 Audit AUDIT KETAATAN PERANGKAT DAERAH BAKESBANGPOL, DPMD | | 10 Now - 30 Nav

PUTARAN I




pegawal dalam menciptakan tata kelola
pemerintahan yang bersih,

Desa

JADWAL PENUGASAN
- i kR FRRIAN BUANS Ly s M1 N u SEP NOV DES
PENGAMPU
Memproleh keyakinan yang memadal bahwa
pelaksanaan tugas dan fungsi pada Perangkat 11 Nov -1 Des
154 Audit  |AUDIT PERANGKAT DAE P L
AN Daerah di Kabupaten Bogor telah sesuai DEREe
dengan ketentuan Perundang-undangan.
MONITORING DAN EVALUASI TER Memastikan progres program strategis
155 Monev | PROGRAM STRATEGIS NASIONAL nasional sesuai dengan ketentuan yang KM & Sekolah Rakyat IV 16 Nav - 20 Mov
SEMESTER Il berlaku
2 MONITORING TINDAK LANJUT Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil
156 16 Nov -18 Nov
Maonitaring INSPEKTORAT IV Pemerfkeaan Selurun entitas yang diperiksa v
MONITORING DAN EVALUASI TERHADAF | Memastikan progres program strategis
157 Manev PROGRAM STRATEGIS NASIONAL nasional sesual dengan ketentuan yang Ketahanan Pangan dan Pengendalian Inflasi w 01 Des - 7 Des
SEMESTER Il berlaku
MONITORING TINDAK LANIUT Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil " Des - 7 Des
158 Manitorin Seluruh Entitas yang diperiksa v 01 Des
® | INSPEKTORAT SEMESTER II TAHUN 2026 _|Pemeriksaan i
159 Audit___| AUDIT KETAATAN BUMD PT SAYAGA WISATA BOGOR I 1 Des- 21 Des
160 Audit | AUDIT KETAATAN RSUD RSUD CIAWI 1 1Des-21Des
; ‘ Progr. ional Terkait
Maonitoring dan Evaluasi Terhadap Program g 5 - 7 Des - 15 Des
161 Monev Strategis Nasional Pengentasan Kemiskinan Ekstrem dan Proyek BAFPERIDA dan DPKPP n
| T e
Perkiraan Sendiri [HPS) telah ditetapkan
162 Reviu  |REVIU HPS dengan harga yanig walar dan degt 1 PROYEK STRATEGIS 1 2Des - 15 Des
dipertanggungjawabkan sesual dengan
ketentuan peraturan perundang undangan
Py han korupsi pada pengadaan Barang
163 Audit | PROBITY AUDIT dan Jasa Strategls (kegiatan pengadaan barang 1 PROYEK STRATEGIS n 2 Des - 15 Des
js
P Jian kecukupan dan kewal
164 Evaluasl  |EVALUASI RISK REGISTER penerapan manajemen rislko 7#D dan 10 KECAMATAN 1 15 Des - 30 Des
yang dibuat Perangkat Daerah berupa
b——— risikn laian risiko. rencana
165 | Monitoring | MONITORING TINDAK LANJUT Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil 72 PD - 416 DESA i 16 Des - 23 Des
MONITORING PEMUTAKHIRAN TL HASIL
166 i 22 Des - 30 Des
Monitoring PEMERI Desa dan Perangkat Daerah I
. Memperoleh bukti/data dan informasi dalam Ft
167 Audit Audit Dengan Tujuan Tertentu rangka mengungkapkan terbukti atau tidak Pemnerikssan 243s Rengauan masyarakat don v
terbuktinya materi pengaduan masyarakat
168 Audit Penanganan Kerugian Negara Untuk men n t profesional itungan nilal kerugian riil n a akibat W
Bendahara, Pegawai Bukan Bendahara,
. . pengelola/penyimpan barang, atau pihak
169 Audit Fenanganan TPTGR (Tuntutan Memasfu‘kan P n,t.h,“ I:er“l.pg-anm ketiga yang perbuatan mel v 02 Jan - 31 Desember
Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi) o :hafa a:;:ﬂng ; o hukum (: ja/lalai) yang kit
pegawal kerugian uang, surat berharga, atau barang
milik negara/daerah.
Memastil il
170 - Manitaring dan Evaluasi atas Tindak Lanjut st fejtiiiendas hiagd peieifsan Tindak lanjut atas rekomendasi hasil
Monitoring ¥ BPK dan APIP teiah dilaksanakan secara efektif, v
Hasil Pemeriksaan BPE dan APIP 4 pemeriksaan BPK dan APIP
efisien, dan akuntabel oleh auditi.
M [+ sinergl dalam
171 Fasilitasi Koordinasi Pencegahan Korupsi denga laporan masyarakat, mempercepat Laparan masyarakat, Pelimpahan P di v 05 an - 31 Desember
APH [KPK, BPK, Kejai ) P ganan kasus korupsi/penyalahg dari Instansi lainnya
wewenang.
Mengedukasi dampak negatif
korupsi/gratifikasi, mencegah tindakan pidana,|  ASN pada Peranghkat Daerah, Kecamatan,
imnz Advisory  |Soslalisasi Antikorupsi Perangkat Daerah | dan meningkatkan partisipasi masyarakat serta| Kelurahan, para Kepala Desa dan Perangkat v 26 Februari - 12 November




JADWAL PENUGASAN

no JENIS URAIAN TUIUAN RUANG LINGKUP MEI N L sep i

Mengedukasi dampak negatif

korupsi/gratifikasi, mencegah tindakan pidana,

, Kelurahan, Kepala - by

173 Advisary lalisasi Antikorupsi Kecamatan dan Desa | dan meningkatkan partisipasi masy serty | AEM pada .:e::::::eran:;:l [:“:"1 e 12 Februari - 05 November

pegawai dalam menciptakan tata kelola

pemerintahan yang bersin,

Mengedukasi dampak negatif

kerupsi/gratifikasi, mencegah tindakan pidana, 23 - 30 Nov
174 Advisory  |Rangkalan dan Puncak HAKORDIA dan meningkatkan partisipasi masyarakat serta ASN

pegawai dalam menciptakan tata kelola

| pemerintahan yang bersih,
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